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Rapat Kerja dengan:

1. Menteri Pertanian;

2. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan; serta

3. Menteri Kelautan dan Perikanan

Terbuka

Kamis, 8 April 2021

10.20 WIB s.d. Selesai

Ruang Rapat Komisi IV DPR RI (KK V)

Gedung Nusantara DPR RI, Senayan, Jakarta

Membahas Perubahan Anggaran Kementerian Tahun 2021

Sudin, S.E. (Ketua Komisi IV DPR RI/F-PDIP) didampingi
oleh Dedi Mulyadi (Wakil Ketua Komisi IV DPR RI/F-PG),
G. Budisatrio Djiwandono (Wakil Ketua Komisi IV DPR RI/
F-Gerindra), dan Drs. H. Hasan Aminuddin, M.Si. (Wakil
Ketua Komisi IV DPR RI/F-NasDem)

Drs. Achmad Agus Thomy (Kabag Set. Komisi IV DPR RI)

A. 39 Anggota dari 54 Anggota Komisi IV DPR RI

B. Hadir Pemerintah:

1.

Dr. Syahrul Yasin Limpo, S.H., M.H. (Menteri Pertanian)
beserta jajaran;

. Dr. Ir. Siti Nurbaya Bakar, M.Sc. (Menteri Lingkungan

Hidup dan Kehutanan) beserta jajaran;

. Sakti Wahyu Trenggono (Menteri Kelautan dan

Perikanan) beserta jajaran;

. Dr. Alue Dohong, S.E., M.Sc., Ph.D. (Wakil Menteri

Lingkungan Hidup dan Kehutanan); serta

. Ir. Hartono, M.Sc. (Kepala Badan Restorasi Gambut dan

Mangrove).



PENDAHULUAN

Rapat Kerja Komisi IV DPR RI dengan Menteri Pertanian, Menteri Lingkungan
Hidup dan Kehutanan, Menteri Kelautan dan Perikanan, serta menghadirkan
Kepala Badan Restorasi Gambut dan Mangrove, membahas Perubahan
Anggaran Kementerian Tahun 2021, dibuka pukul 10.20 WIB oleh Ketua Rapat,
Sudin, S.E. (Ketua Komisi IV DPR RI/F-PDIP) dan rapat dinyatakan terbuka
untuk umum.

KESIMPULAN/KEPUTUSAN:

A. Kementerian Pertanian:

1. Komisi IV DPR RI menerima penjelasan Menteri Pertanian terkait
Perubahan Anggaran Kementerian Tahun 2021 sesuai surat Menteri
Keuangan Nomor: S-39/MK.2/2021 tanggal 18 Maret 2021 hal Penetapan
Satuan Anggaran Bagian Anggaran 999.08 (SABA 999.08) dari BA BUN
Pengelolaan Belanja Lainnya (BA 999.08) BA Kementerian Pertanian (BA
018) Untuk Tambahan Anggaran Peningkatan Ketersediaan Pangan dan
Padat Karya Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp4.192.693.920.000,00
(empat triliun seratus sembilan puluh dua miliar enam ratus sembilan
puluh tiga juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah), sehingga anggaran
Kementerian  Pertanian Tahun 2021, vyang semula sebesar
Rp15.517.989.629.000,00 (lima belas triliun lima ratus tujuh belas miliar
sembilan ratus delapan puluh sembilan juta enam ratus dua puluh
sembilan ribu rupiah) menjadi sebesar Rp19.710.683.549.000,00
(sembilan belas triliun tujuh ratus sepuluh miliar enam ratus delapan puluh
tiga juta lima ratus empat puluh sembilan ribu rupiah). Selanjutnya Komisi
IV DPR RI akan melakukan pendalaman dengan Eselon | sesuai
peraturan perundang-undangan.

2. Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Pertanian agar dalam menyusun
rincian program dan anggaran fokus kepada kegiatan peningkatan
ketersediaan pangan dan kegiatan padat karya, dengan mengutamakan
antara lain kegiatan pada:

a. Direktorat Jenderal Tanaman Pangan diantaranya untuk
meningkatkan produksi gabah, jagung, kedelai, kacang tanah, serta
alat mesin pascapanen;

b. Direktorat Jenderal Hortikultura diantaranya untuk meningkatkan
produksi cabai, bawang merah, jahe, alpukat, durian, dan kelengkeng;

c. Direktorat Jenderal Perkebunan diantaranya untuk meningkatkan mutu
produksi karet mentah, serta pengolahan pascapanen;

d. Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan diantaranya
untuk meningkatkan produksi ternak, antara lain sapi dan domba,;

e. Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian diantaranya
melalui peningkatan volume irigasi tersier, Jalan Usaha Tani, UPPO,
alat dan mesin prapanen;

f. Kegiatan pendukung untuk peningkatan kapasitas petani melalui
kegiatan pelatihan maupun bimbingan teknis/bimtek.



g. Kegiatan inovasi teknologi, riset, dan pengembangan inovatif
kolaboratif, melalui kegiatan bimbingan teknis, demplot, dan
perbenihan.

Selanjutnya Komisi IV DPR Rl meminta agar rincian program dan kegiatan
tersebut diserahkan kepada Komisi IV DPR RI selambat-lambatnya 2
(dua) hari kerja.

B. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan:

1. Komisi IV DPR RI menerima penjelasan Menteri Lingkungan Hidup dan
Kehutanan terkait Perubahan Anggaran Badan Restorasi Gambut dan
Mangrove Tahun 2021 sesuai surat Menteri Keuangan Nomor: S-
35/MK.2/2021 tanggal 15 Maret 2021 hal Penetapan Satuan Anggaran
Bagian Anggaran 999.08 (SABA 999.08) dari BA BUN Pengelolaan
Belanja Lainnya (BA 999.08) BA Kementerian Lingkungan Hidup dan
Kehutanan (BA 029) untuk Kegiatan Rehabilitasi Mangrove sebesar
Rp1.523.487.292.000,00 (satu triliun lima ratus dua puluh tiga miliar
empat ratus delapan puluh tujuh juta dua ratus sembilan puluh dua ribu
rupiah), sehingga anggaran Badan Restorasi Gambut dan Mangrove
Tahun 2021, yang semula sebesar Rp304.785.675.000,00 (tiga ratus
empat miliar tujuh ratus delapan puluh lima juta enam ratus tujuh puluh
lima ribu rupiah) menjadi sebesar Rp1.828.272.967.000,00 (satu triliun
delapan ratus dua puluh delapan miliar dua ratus tujuh puluh dua juta
sembilan ratus enam puluh tujuh ribu rupiah).

2. Komisi IV DPR RI menerima penjelasan Menteri Lingkungan Hidup dan
Kehutanan terkait Perubahan Anggaran Direktorat Jenderal Planologi
Kehutanan dan Tata Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan
Kehutanan Tahun 2021 sesuai surat Menteri Keuangan Nomor: S-
573/MK.02/2020 tanggal 6 Juli 2020 hal Persetujuan Sebagian Dana
Penerimaan Negara Bukan Pajak Penggunaan Kawasan Hutan pada
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk Kegiatan
Pengukuhan Kawasan Hutan sebesar Rp173.111.000.000,00 (seratus
tujuh puluh tiga miliar seratus sebelas juta rupiah), sehingga anggaran
Direktorat Jenderal Planologi dan Tata Lingkungan Kementerian
Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2021, yang semula sebesar
Rp395.384.387.000,00 (tiga ratus sembilan puluh lima miliar tiga ratus
delapan puluh empat juta tiga ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah)
menjadi sebesar Rp568.495.387.000,00 (lima ratus enam puluh delapan
miliar empat ratus sembilan puluh lima juta tiga ratus delapan puluh tujuh
ribu rupiah).

Dengan demikian Komisi IV DPR RI menerima Penjelasan Menteri

Lingkungan Hidup dan Kehutanan terkait Perubahan Anggaran Kementerian

Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2021 yang semula sebesar

Rp7.437.736.258.000,00 (tujuh triliun empat ratus tiga puluh tujuh miliar tujuh

ratus tiga puluh enam juta dua ratus lima puluh delapan ribu rupiah) menjadi

sebesar Rp9.134.334.550.000,00 (Sembilan triliun seratus tiga puluh empat
miliar tiga ratus tiga puluh empat juta lima ratus lima puluh ribu rupiah).



C. Kementerian Kelautan dan Perikanan:

1. Komisi IV DPR RI menerima Penjelasan Menteri Kelautan dan Perikanan
terkait Perubahan Anggaran Tahun 2021 sesuai surat Menteri Keuangan
Nomor: S-37/MK.2/2021 tanggal 16 Maret 2021 hal Penetapan Satuan
Anggaran Bagian Anggaran 999.08 (SABA 999.08) dari BA BUN
Pengelolaan Belanja Lainnya (BA 999.08) BA Kementerian Kelautan dan
Perikanan (BA 032) untuk Program Rehabilitasi Kawasan Mangrove
sebesar Rp43.337.900.000,00 (empat puluh tiga milliar tiga ratus tiga
puluh tujuh juta sembilan ratus ribu rupiah), sehingga anggaran
Kementerian Kelautan dan Perikanan yang semula sebesar
Rp6.494.473.797.000,00 (enam triliun empat ratus sembilan puluh empat
milliar empat ratus tujuh puluh tiga juta tujuh ratus sembilan puluh tujuh
ribu rupiah) menjadi sebesar Rp6.537.811.697.000,00 (enam trilliun lima
ratus tiga puluh tujuh milliar delapan ratus sebelas juta enam ratus
sembilan puluh tujuh ribu rupiah).

2. Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Kelautan dan Perikanan dalam
menjalankan program Rehabilitasi Kawasan Mangrove yang berasal dari
alokasi Anggaran Belanja Tambahan (ABT) tahun 2021 serta wajib
melibatkan masyarakat di masing-masing daerah/wilayah, dalam rangka
pemulihan ekonomi, perbaikan kualitas lingkungan, dan antisipasi
perubahan iklim global.

[ll. PENUTUP
Rapat ditutup pukul 14.15 WIB.

Komisi IV DPR RI
Ketua Rapat,

Ttd.
Sudin, S.E.
A-151
Menteri Pertanian, Menteri Lingkungan Hidup dan
Kehutanan,
Ttd. Ttd.
Dr. Syahrul Yasin Limpo, S.H., M.H. Dr. Ir. Siti Nurbaya Bakar, M.Sc.

Menteri Kelautan dan Perikanan,
Ttd.

Sakti Wahyu Trenggono







